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RII\GKASAI\T

Keluhan masyarakat bahwa perizinan sering kali menjadi sebuah mata
rantai kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan proses panjang, dan berbelit-
belit dewasa ini semakin disoroti. Demikian halnya yang terjadi di dalam upaya
memperoleh izin kegiatan usaha.di Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu
diperlukan penelitian, Hasil penelitian menuqiukkan bahwa di Kabupaten
Minahasa Utara telah diatur mekanismg p_ellguruSa! iZb kggatry USaha lqwat
Keputusan Bupati Minahasa IJtara No. 66 tatrun 2006 tanggal 20 Novernber 2006.
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SUMMARY

Nowadays, complaint from society to licensing often be a chain activities,

:'_:::tf*1,1" "::l high cost and lonl ?.9'"*. i"r;h;;;;;;. ;#;?
expedient can be license to business activity in Kabupaten Minahasa Utara-Therefore, was made- necessary research. Results toward that KabupatenMinahasa Utara already put in order licensing mechanism business activities
39lordln9-Bqgulatjq,n qf _Per4tu1ar1 Bupati Minailsu Uta_*Ns.OO Tahun 2Qg6, jnNovember, 20,2006.
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PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena

atas rahmat dan bimbinganNya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Penelitian dengan judul upAyA PEMERTNTAH DAERAH DALAM
MENGATI'R MEKANISME PERTZINAN KEGIATAN USAHADI
KABUPATEN MINAHASA UrARA bagi peneliti kiranya sangatlah penting

untuk diangkat; sebab kenvataan dalam praktik terdapat keluhan masyarakat

bahwa perizinan bagi kegiatan usaha sering kali menjadi sebuah mata rantai
kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan proses panjang, dan berbelit-belit.
Penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi mekanisme perizinan kegiatan usaha

di Kabupaten Minahasa Utara termasuk kemungkinan adanya kewenangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling tumpang tindih.

unfuk itulah pada. kesempatan ini patutlah ktranya disampaikan terima_

kasih yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu dalam

proses penelitian ini, terutama kepada pihak pimpinan program pascasarjana

Unsrat serta Lembaga penelitian Unsrat yang mengizinkan penelitian ini
dilaksanakan.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Terima_kasih.

Manado, Agustus 2010

Peleli!,

Comelis Djelfie Massie, SH.,MH
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BAB I. PENDAHULUAN

l.l. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara yang demokatis berlaku ketentuan bahwa wewenang

pemerintah dalam sejurnlah bentuk selalu terbatas di mana ker.,,enangan tersebut

dilaksanakan oleh badan-badan yang dibentuk secara demokratis. Beberapa sarana

yattg digunakan pemerintah dalam pelaksanaan fugasnya tersebut antara lain

melalui mekanisme perizinan, subsidi, dan juga keputusan-keputusan individual.

Dalam hal ini salah satu instrumen yang banyak digunakan pemerintah adalah

melalui izin' Banyaknya keluhan masyarakat bahwa perizinan sering kali menjadi

sebuah mata rantai kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan proses panjang,

kiranya perlu mendapatkan perhatian. Bahkan menurut kepala BKPM Muhammad

Lutfi, masalah perizinan memang bisa dikatakan menjadi momok. oleh karenanya

pihaknya bertekad untuk mereformasi gaya perizinan yang berbelit-belit dan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, BKPM merupakan

pelopor peizinan satu atap untuk masalah investasi.

Menurut ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Keppres No. 29 Tahun 2004

Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Dalam Rangka penanaman Modal

Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, Melalui Sistem pelayanan Satu

Atap, Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam

rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKpM, berdasarkan pelimpahan

kewenangan dari Menteri/I(epala Lembaga pemerintah Non Departemen yang

membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui



diutamakan untuk sekedar mendapatkan

apalagi menjadi tujuan. I Berangkat dari

sistem pelayanan satu atap. Gubernur/ Bupati/ walikota sesuai dengan

kewenangannya dapat merimpahkan kewenangan pelayanan persetujuarl

perizinan dan fasilitas penanarnan modal sebagaimana dimaksud kepada BKPM

melalui sistem pelayanan satu atap. Apa yang sebenarnya urgen di dalam

perizinan itu, jangan sampai menjadi terdistorsi dengan kepentingan lain, seperti

motivasi pendapatan daerah, Kalau di dalam perizinan tertentu dibenarkan unt,k

dikenakan pungutan berupa retribusi, maka hal tersebut bukan menjadi hal yang

uang bagi pemasukan kas daerah,

latar belakang yang demikian maka

penelitian ini dilakukan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara dengan berbagai

pertimbangan. Diantara pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah karena

Kabupaten Minahasa utara mempunyai arti strategis bagi jalur transportasi

ekonomi Sulawesi lJtara- Hal tersebut disebabkan karena letaknya dan kondisi

wilayahnya. Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu Kabupaten yang

ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami pertumbuhan yang

begitu pesat. Banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di

Kabupaten Minahasa Utar4 merupakan salah satu konsekuensi dari pertumbuhan

tersebut, Pada beberapa tahun yang lalu misalny4 di Kabupaten Minahasa utara

telah masuk Perusahaan penanaman Modal Asing yang melakukan kegiatan usaha

baik di bidang pertambangan maupun di bidang perdagangan dan jas4 beberapa

t tJpayaPemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Kegiatan Usaha
di Kabupaten Sleman, oleh y. Sri pudyatmoko, sH., Mhum, Dikutip dalam Jurnal
Gloria Juris, Vol. 8, No.1. Januari-April200g



unit di bidang industri. Hal ini tentu merupakan berita yang menggembirakan,

sebab dalam beberapa tahun terakhir ini; yakni kalau melihat datayang tergambar

sejak tahun 2000, disinyalir terjadi Deindustrialisai di wilayah provinsi Sulawesi

Utara di mana terjadi pentrrunafl absolute dalam aktivitas industri manufaktur,

Disinyalir bahwa terjadinya deindustrialisasi dipicu oleh berbagai masalah klasik

yakni pemasaran/ permodalan dan bahan baku, Disamping memang sebenarnya

juga dipengaruhi oleh sikap mentar pengusaha yang puas dengan hasil yang telah

mereka eapai. Dalam kaitan dengan investasi selama ini investor yang hendak

memulai usaha di Kabupaten Minahasa Utara biasanya mengurus lebih dari tiga

perizinan, Kabupaten Minahasa utarajuga merupakan salah satu kabupatet yang

pemerintahan daerahnya begitu gigih melakukan pembenahan kedalam, untuk

memperbaiki birokrasinya- terbukti de-ngan adanya upaya perbaikan kinerja

birokrasi yang dilakukan dengan menggunakan sistem reward dan punishment.

lr2, Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa hal berkaitan dengan masalah

perizinan khususnya bagi dunia usaha, Penelitian telsebut difoklskan pada

permasalahan:

1,2,1' Bagaimanakah pengaturan tentang perizinan usaha dan bidang-bidang

Peizinan?

l:2:2; Bagaimanakah mekanisme penguus&n perizinan; khususnya dalam

kaitannya dengan kegiatan usaha di Kabupaten Minahasa Utara ?



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Terhadap lzin

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk

mengendalikan tingkah laku para warga. Menurut Spelt dan Ten Berge,2 izin

adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang.undang atau

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan

larangan perundang-undangan. sementara ifu RidwanH.R,3 dengan merangkum

serangkaian pendapat para sarjana menyimpulkan bahwa izin adalah perbuatan

pemerintah bersegi satu berdasarkan perafuran perundang-undangan untuk

diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

Dengan berdasarkan pengertian seperti itu, maka unsur dalam perizinan meliputi

instrumen yuridis peraturan perudang-undangan organ pemerintah, peristiwa

konkrit, prosedur dan persyaratan, sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan

oleh pemerintah, maka zin dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu berupa

keinginan unttrk rnengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;

mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu,

hendak membagi benda-benda yang sedikit dan juga dapat ditujukan untuk

pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.

Seperti diketahui dari luas wilayah yang begitu besar jumlah penduduk yang

2 Spelt, Mr.N.M. & JBJM ten Berge disunting philipus M.Hadjon, 1993,
Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.

3 Ridwan A.R, 2003, Hukum Administrasi Negar4 cetakan kedu4 uII
Press, Yogyakarta.



h.$tu banyak, maka pemekaran daerah dilakukan. wilayah Indonesia yang ada

s*arang terbagi ke dalam 33 provinsi dan lebih dari 400 kabupaten kota, Sebagai

kr-rnsekuensi dari asas desentralisasi, maka berbagai urusan pemerintahan

disemhkan kedaerah menjadi urusan pernerintah daerah, Penyerahan kewenangan

dalam kerangka desentralisasi tersebut dimaksudkan untuk menjembatani

keburuhan efisiensi dan eGktivitas penanganan masalah; optimalisasi peran lokal;

selialigus akomodasi terhadap keanekaragaman daerah. Dengan kenyataan yang

demikian maka penanganan terhadap masalah perizinanpun juga menjadi salah

s:rru ,vang didistribusi tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat akan

tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah,

2.1. Izin dalam kaitan Kegiatan Usaha

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya, pemerintah yang

sedang membangun memiliki beberapa fungsi yakni :4 memimpin warga

masyarakat (leading); mengemudikan pemerintahan (governing); me,mberi

petunjuk (instructing); menghimpun potensi (gathering); menggerakkan potensi

(actuating); memberikan arah (directing); mengkoordinasi kegiatan

(coordinating); memberi kesempatan dan kemudahan (facilitalfug); memantau

dan menilai (evaluating); mengawasi (controling): menunjang/ mendukung

a4teng syafrudin, 1994, Butir-butir Bahan Telaahan Tentang Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Layak untuk Indonesi4 dalam paulus Effendi
[,otuhmg, Himpunanan Makarah Asas-asas umtnn pernErintahan yang Bai]<, citra
Aditya Bhakti, Bandung.



t;tt)porting); membina (developing)i melayan (servicing); mendorong

r t i o r ir. a t i n g) ; dan me lind ungi Qtro te et ing) :

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut pemerintah membuat

3erencanaen @laning) baik untuk jangka pendek; jangka menengah dan jangka

r'anjang' Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tersebut seringkali digunakan

sebagai pedoman bagi kegiatan masyarakat maupun pemerintah sendiri,

Instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan

qasYarakat seperti itu antara rain menggunakan sarana perizinan, Meralui izin

',3pat pula pemerintah mengendarikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Har

'eperti itu misarnya nampak daram har anggota masyarakat sebagai pemegang izin
: "'a-iibkan untuk mendaftar urang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya
untuk setiap periode tertentu. Daram har seperti itu setiap kari pendaftaran urang

atau perpanjangan dirakukan, maka akan dilihat pura dampak dari kegiatan yang

diizinkan' Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di
sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidak_tidaknya menimburkan

kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain; maka perpanjangan atau pendaftaran

dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat daram

Hukum Ekonomi sendiri menurut sri Rejeki rasas 
pengawasan pubrik dan asas

!-ampur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama dari

Hukum Ekonomi. Izin dapat dipandang sebagai pedoman dan sekarigus jarninan

bagi kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh

s sri Rejeki liartono, r995, perspektif Hukum tiisnis pada Era Teknorogi,Pidato Pengukuhan peresmian Jabatan Guru Besar di Daram Hukum Dagang padaFakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,



1as\arakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan

:umit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu

lerlu diantisipasi antara lain dengan mengadakan koordinasi dengan instansi-

,nstansi terkai! sehingga birokrasi-birokrasi yang tidak begitu penting dapat

:itiadakan untuk kemudian disatukan dalam bagian lainnya. Memang ada yang

nemandang izin sebenarnya dapat dikatakan sebagai scbuah insentif bagi kegiatan

:'aha- dimana dengan adanya berbagai kemudahan untuk pengurusan perizinan

maka akan memberikan rangsangan bagi pengusaha untuk memulai investasi,

\Ian tetapi sebenarnya mengenai insentif itu sendiri tidak selamanya mendesak

'cagi dunia usaha, Mereka yang berpandangan bahwa insentif bagi dunia usaha

tidak selamanya diperlukan, melihat bahwa di dalam setiap usahar,r,an selalu sudah

Iertanam bibit jiwa usaha (entrepreneurship), Untuk masalah perizinan sendiri

kiranya cukup apabila birokrasi pengurusannya tidak terlalu panjang, dan

sekaligus dapat digunakan sebagai pegangan sehingga ada kepastian usaha. Izin

lang telah dipegang itu diharapkan dapat digunakan sebagai senjata (pengaman)

apabila ada rintangan usaha berkaitan dengan berbagai hal; misalnya tuntutan dari

pemerintah daerah, klaim pihak ke-3 dan sebagainya. Dengan demlkian dari

pihak yang berwenang mengeluarkan izin dituntut adanya tanggungjawab

khususnya terhadap keputusan berupa izinyangtelah dikeluarkannya. pemegang

izin baru dapat dituntut apabila melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam

kegiatannya tidak seperti yang diizinkan. lzin tidak begitu saja mudahnya untuk

dicabut; kecuali ada pelanggaran dalam penggunaannla; untuk itu dalam proses

penerbitan izin, senantiasa aparatur pemerintah yang menangani permohonan,



rresri harus hati-hati dan cermat. Perizinan yang digunakan oleh pemerintah

sebagai instrumen mengintervensi kegiatan masyarakat dilaksanakan oleh

sqiumlah instansi yang terkait. Dalam rangka penanganan kegiatan usaha, maka

lang selama ini banyak diberikan peran adalah Departemen Perindustrian dan

\artemen Perdagangan dalam proses mewujudkan visi pembangunan industri

dan perdagangan; Departemen Perindustrian dan Departemen perdagangan

rnengemban misi meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan barang serta

-iEsa yang ditunjang oleh peneiptaan iklim bisnis yang kondusif untuk

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan

ben*'awasan lingkungan dengan mernperhatikan aspek otonomi daerah,

persaingan sehat perlindungan konsumen, dan pemberdayaan sistem ekonomi

kerakyatan,



1.3.

I ,3. 1,

BAB III. TUJUAII DAI\T MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Menganalisis mekanisme pengurusan perizinan; termasuk birokrasi

pemerintahan khususnya dalam kaitan dengan kegiatan usaha.

Menemukan model penelitian huk'um yang berkaitan dengan pengaturan

mekanisme perizinan kegiatan usaha.

Mengidentifikasi hambatan dan upaya hukum yang dapat dilakukan guna

mengatasi faktor-faktor penghambat perizinan khususnya kegiatan usaha

di Kabupaten Minahasa Utara,

Manfaat Penelitian

Seeara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan deskripsi lengkap, rinci dan

1.4.

1,4:l;

l:32.

jelas serta sistematis sebagai vpaya membantu daerah dalam hal meneiptakan

mekanisme pengurusan perizinan kegiatan usaha yang ideal sesuai dengan

kebutuhan masyarakat;

1.4.2. Secara haktis

Bermanfaat bagi peningkatan keahlian dan keterampilan peneliti dalam

pemecahan masalah-masalah hukum di masyarakat.
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BAB TV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni merupakan suatu penelitian

.t-ang Cilakukan unfuk menggambarkan tentang sesuatu keadaan di tempat tertenfu

dan pada saat tertentu penelitian dilakukan. Dalam hal ini mengenai pengaturan

perizinan; mekanisme perizinan serta penataan terhadap birokrasi yang menangani

perizinan, sekaligus mencari alternatif pemecahan permasalahan yang terkait

didalamnya, Penelitian dilaktkan di rvilayah Kabupaten Minahasa Utara: Sepert

diiketahui, Kabupaten Minahasa lJtaru dapat dikatakan sebagai kabupaten yang

sangat strategis, baik dari sisi letak geografisnya maupun juga dari sisi kondisi

daerahnya. Selain dekat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa

Induk juga diapit oleh dua rvilayah Kota yakni Kota Bitung dan Kota Manado;

Demikian juga sekaligus Kabupaten Minahasa Utara mempunyai peranan yang

cukup penting bagi kegiatan dan eksistensi Provinsi Sulawesi Utara secara

keseluruhan. I^ktivitas dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat cukup

banyak dilakukan disini; yang mau tidak mau juga akan banyak mendorong

campur tangan dari pihak pemerintatr, termasuk melalui penzrnan.

Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang relevan;

yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen tertulis, yang

mempunyai relevan dengan masalah yang diangkat, Disamping itu juga dilakukan

penelitian terhadap data empiris yang diperoleh dari lapangan. Penelitian lapangan

dilakukan dengan menggunakan media kuesioner maupun wawancara dengan

para responden yang dipandang mempunyai informasi dan mampu memberikan

10
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informasi berkaitan dengan data yang diteliti dan dari para narasumber. Dalam hal

ini narasumber yang diharapkan dapat memberikan informaisi yang penting

berkait dengan masalah penelitian tersebu! meliputi: Pejabat pada Sekretariat

Kabupaten; Pejabat bidang perinduskian pada Kantor Dinas perdagangan

Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal (P2IGM); pejabat bidang

perdagangan pada Kantor Dinas Perdagangan perindustrian; Koperasi dan

Penanaman l\4odal (P2KPM); Pejabat pada KppD (Kantor pengendalian

Pertanahan Daerah); Pejabat pada KPDL (Kantor pengendali Dampak

Lingkungan): Pejabat pada Sub Dinas cipta Karya @inas Kimpraswil); pejabat

@a Sub Dinas Ketenteraman dan Ketertiban; dan pejabat pada UpTpSA (Unit

Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap). Data yang diperoleh dari penelitian ini

dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mernahami dan

merangkai semua data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga didapat

sratu gambaran mengenai masalah keadaan yang diteliti, Sernentara untuk

pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir

induktiq yaitu eara berpikir yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya khusus

mtuk kemudian menilai suatu kejadian yang umum. Dalam hal ini berangkat dari

falca empiris yang terjadi di lapangan sehubungan dengan penanganan perizinan

kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, untuk kemudian dihubungkan

dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-

mdangan yang berlaku.

1

i

I
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BAB V. HASIL DAI\ PEMBAHASAI\

4 i Pengaturan Tentang Perizinan Usaha dan Bidang-Bidang perizinan

Sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah

-:,- :rnbaga pemerintahan baik pusat maupun daerah pada dasarnya memiliki

*;-in3rrs masing-masing. Berdasarkan lru otonomi Daerah No, 32 Tahun

- ' ': :ikorelasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

\r;e:angan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;

Pasal2,

\\'ewenang pemerintah meneakup wewenang dalam bidang politik ruar
neeeri, pertanahan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan agama.

Pemerintah pusat memiliki pula kewenangan di bidang kebijakan tentang

:':-i;ianaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara maklo,

:=--:bangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian

-::n-a pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusi4 pendayagunaan

-'-:::ber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan

;=rdarisasi nasional. Wewenang pemerintah daerah dibidang perizinan tersebut

:.perinci dalam 25 (dua puluh lima) bidang, meliputi :

1. Bidang pertanian, rincian dari bidang tersebut adalah pengaturan

pemasukan atau pengeluaran benih/bibir dan penetapan pedoman

untuk penentuan standar pembibitan/ perbenihan pertanian,

pengaturan dan pengawasan produksi, pengedaran, penggun{ran

dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya,
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l. Bidang kelautan, yaitu penetapan kebijakan dan pengaturan

eksploitasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam perairan di wilayah laut di luar perairan dua belas mil,

penetapan kebijakan; pengaturan; pengelolaan dan pemanfaatan

benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut dua belas

mil laut:

Bidang pertambangan dan energi, yaitu penetapan kebijakan

intensifikasi; diversifikasi; konservasi; harga energi; kebijakan

jaringan transmisi, standar pengelolaan sumber daya mineral dan

energi; air bawah tanah; penetapan kriteria wilayah kerja usaha

termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan serta

penetapan tarif dasar listrik; bahan bakar minyalg bahan bakar gas

dan gas bumi di dalam negeri.

Bidang kehutanan dan perkebunan; laitu penetapan kriteria dan

standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan

pelestarian 'alam; taman buruh; areal perkebunan.. penetapan

kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, penatagunaan

kawasan hutan. kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam

dan taman buru serta penetapan kawasan hutan, perubahan status

dan ftrngsinya; Perindustrian dan perdagangan yaitu penetapan

kebijakan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan perdagangan,

penetapan standar nasional barang danjasa di bidang industri dan

perdagangan, pengaturan persaingan usah4 penetapan pedoman

3.

4.
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Jasa

5.

perlindungan konsumen, pengaturan lalulintas barang dan

dalam negeri:

Bidang perkoperasian yaitu penetapan pedoman akuntansi

koperasi, pengusaha keeil dan menengah; penetapan pedoman tata

cara penyertaan modal pada koperasi, fasilitas pengembangan

sistem distribusi bagi koperasl pengusaha keeil dan menengah;

fasilitas keda sama antar koperasi, pengusaha kecil dan menengah

serta kerja sama dengan badan usaha lain,

Bidang penanaman modal yaitu pemberian izin dan pengendalian

penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yan1

mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam

penerapannya seperti persenjataan nuklir dan rekayasa genetika.

Bidang kepariwisataan yait, penetapan pedoman pernbangunan

dan pengembangan kepariwisataan penetapan pedoman kerja sama

internasional di bidang kepariwisataan serta penetapan norrna dan

standar sarana kepariwisataan.

Bidang ketenagakerajan yaitu

indushi perlindungan pekerja

penetapan standar keselamatan

perusahaan dan kerja serta

kebutuhan fi sik minimum.

penetapan kebijakan hubungan

dan jaminan sosial pekerjq

kerj4 kesehatan kerj4 hygiene

penetapan pedoman penentuan

Bidang kesehatan yaitu penetapan standar nilai gizi dan sertifikasi

teknologi kesehatan dan gai, pedoman pembiayaan pelayanan

6.

7.

9.
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kesehatan, standar akreditasi saftma dan prasarana kesehatan,

standar dan pendayagunaan tenaga kesehatan; penetapan pedoman

penggunaan konservasi pengembangan dan pengawasan tanaman

obaq pemberian izin dan pengawasan peredaran dan pengawasen

industri farmasi.

Bidang dan kebudayaan yaitu penetapan standar kompetensi siswa

dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional serta

pedoman pelaksanaannyq standar materi pelajaran pokolq

persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademilg pedoman

pembiayaan penyelenggataan, persyaratan penerimaan;

perpindahan, sertifikasi sisrva, warga belajar dan mahasiswa.

Bidang sosial yaitu penetapan pedoman perestarian nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, nilai-nilai

kesetiakawanan sosial; pedoman akreditasi lembaga penyelenggara

pelayanan sosial dan pedoman pelayanan bantuan pelayanan

sosial;

Bidang penataan ruang yaitu penetapan tata ruang nasional

berdasarkan tata ruang kabupaten/ kota provinsi; penetapan kriteria

penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada

daerah aliran sungai; pengaturan tata ruang perairan di luar (dua

belas) mil dan fasilitasi kerja sama penataan ruang lintas provinsi.

Bidang Pertanahan yaitu penetapan persyaratan pemberian hak-

hak atas tanah, penetapan persyaratan landreform, penetapan

ll.

12.

13.
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standar administrasi pertanahan dan penetapan pedoman biaya

pelayanan pertanahan:

14. Bidang pemukiman yaitu penetapan pedoman perencanaan dan

pengembangan pembangunarr perumahan dan pemukiman;

penetapan pedoman konservasi arsitekfur bangunan dan

pelestarian kawasan bangunan bersejarah; penetapan pedoman

pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan

permukiman dan penetapan pedoman teknis pengelolaan fisik

gedung dan rumah negara.

15, Bidang pekerjaan umum yaitu penetapan standar prasarana dan

sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi,

penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan

arsitektur.

16, Bidang perhubungan yaitu penetapan standar rambu-rambu jalan

dan pedoman penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jaran

dan jembatan timbang, penetapan standar laik jalan dan

persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta pendaftaran

kendataan bermotor dan sebagainya:

Dalam praktek seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dimana para

oengusaha diperhadapkan pada prosedur yang panjang khususnya menyangkut

p€ngaturan izin usaha dalam skala besar. Hal ini merupakan ketidakjelasan

pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
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lllpinsi dalam pengelolaan dan pengurusan Perizinan. Peraturan pemerintah

\omor 37 Tahun 2008, pemerintah juga memiliki kewenangan di bidang :

l. Penetapan kebijakan unfuk mendukung pembangunan secara makro.

2. Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal

dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

3. Penetapan kriteria penentuan dan fungsi ruang kawasan lahan dalam

rangka penyusunan tata ruang.

4. Penyusunan rencana nasionai seoara makro,

5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga profesionauahli serta

persyaratan jabatan dan sertifikasi tenaga

6. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah

yang meliputi pemberian pedoman; bimbingan, pelatihan; arahan. dan

supervisi,

7. Penetapan pedoman pengerolaan dan perlindungan sumber daya alam.

8. Pengelolaan dan penyelenggaraanp erlindungan sumber daya alam di

wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.

9. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang

disahkan atas nama negara.

10. Penetapan standar pemberian izin oleh daerah.

I l. Pengaturan ekspor impor dan pelaksanaan karantina.

12. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasionar.

13. Penetapan arah dan prioritas riset dan teknologi termasuk penelitian

dan Pengembangan teknologi strategis dan beresiko tinggi.
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14. Penetapan kebijakans istemi nformasin asional.

I 5. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa.

16. Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa wewen&ng

:'r-:rinrah dengan berlakunya uuoD dan peraturan pemerintah Nomor 37

L- un 2008 tetap memiliki aspek yang demikian luas, Kewenangan pemerintah

:--: jelas pada hal penetapan kebijakan, penetapan standar serta penyediaan

:,.:,n baku khusus untuk masalah benih dan lain_lain,

l. Wervenang Daerah propinsi

Sesuai dengan UUOD; wewenang propinsi sebagai daerah otonom;

- ':''-akup kervenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah

r-:: jlaten dan daerah kota serta kewenangan dalam bidang tertentu lainnya.

r.r..':.enangan sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau

:r 'r:rt dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota, Dalam peraturan

::::,erintah Nomor 38 Tahun 2007 pasar 3 ayat (2) menegaskan bahwa yang

: r:aksud dengan kewenhngan dalam bidang tertentu lainnya pada propinsi

:sD33oi daerah otonotn, rneliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan

-_::,rnal seeara makro; petatihan bidang tertentu; alokasi sumber daya manusia

r-iensiEl, penelitian yang mencakup wilayah propinsi, pengelolaan pelabuhan

*;irrnal. promosi dagang dan budaya/ pariwisat+ penanganan penyakit menular

,* hama tanaman serta peren canaan tata ruang propinsi. pasar 3 ayat (5)

?rraruran Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; mempertegas batas kewenangan

:,aerah propinsi dalam 20 (duapuluh) bidang, meliputi :
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r' Bidang pertanian meriputi, penetapan standar perayanan minimar

dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan kabupaten/kot4

penetapan standar pembibitan/pembenihan pertanian, penetapan

standar teknis minimar rumah potong hewan; rumah sakit hewan dan

satuan pelayanan peternakan terpadu, penyerenggaraan diklat sumber

daya manusia aparat pertanian teknis fungsional; keterampilan dan

diklat keiuruan tingkat menengah promosi ekspor komoditas

pertanian unggulan daerah propinsi;

2' Bidang kelautan meriputi penataan dan pengelolaan perairan di

wilayah laut provinsi, eksplorasi; eksploitasi; konservasi dan

pengeloraan kekayaan laut sebatas w,ayah laut kewenangan propinsi,

pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada

perairan raut di wilayah raut kewenangan propinsi serta pengawasan

pemanfa atan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi;

3' Bidang pertambangan dan energi meriputi penyediaan dukungan

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi

serta air bawah tanah, pemberian izin usaha inti pertambangan umum

lintas kabupaten/kota yang meriputi eksplorasi dan eksproitasi;

pemberian rzin usaha inti listrik dan distribusi lintas kabupatenrkota.

4: Bidang kelautan perhubungan meriputi pedornan penyelenggaraan

inventarisasi dan pemetaan hutan/ kebun, penyelenggaraan

penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan rindung;

pedoman penyelenggaan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan
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batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung, penyelen ggaraan

pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas

kabupaten/kota.

Bidang perindustrian dan perdagangan meliputi; penyediaan

dukungan pengembangan industri dan perdagangan, penyediaan

dukungan kerja sama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan

perdagangan, serta pengelolaan laboratorium kemetrologian.

Bidang perkoperasian adalah penyediaian dukungan pengembangan

koperasi.

Bidang penanaman modal meliputi; melakukan kerja sama dalam

bidang penanaman modal dengan kabupaten/kota.

Bidang ketenagakerjaan meliputi; penetapan pedoman jaminan

kesejahteraan purna kerja serta penetapan dan pengawasan atas

pelaksanaan upah minimum;

Bidang kesehatan meliputi, penetapan pedoman penyuluhan,

kampanye kesehatan; pengelolaan dan pemberian izin sarana dan

prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa rumah sakit

kusta dan rumah sakit kanker; sertifikasi teknorogi kesehatand an gizi;

penanggulanganw abah penyakit dan kejadian luar biasa, penempatan

tenaga kesehatan strategis; pemindahan tenaga kesehatan tertentu

antar kabupaten/kota serta penyelenggaraan tenaga dan pelatihan

kesehatan;

8.

9.
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10. Bidang dan kebudayaan meliputi, penetapan kebijakan tentang

penerimaan siswa dan dari masyarakat minoritas; terbelakang atau

tidak mampu, penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran

pokok/modul untuk tarnail kanak-kanak,

Bidang sosial meliputi, mendukung upaya pengembangan pelayanan

sosial, mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan; keperintisan

dan kejuangan, kesetiakawanan sosial, pengawasan pelaksanaan

penempatan pekerja sosial profesional dan ftrngsional panti sosial

swasta.

BiCang penataan ruang meliputi penataan tata ruang provinsi,

berdasarkan kesepakatan antara provinsi dan kabupaten/kota serta

pengawasan atas pelaksanaan tata ftI&tlg;

Bidang pemukiman meliputi penyediaan banruan/dukungan

penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi. arsitektur

bangunan dan jatidiri kawasan

Bidang pekerjaan umum meliputi penetapan standar pengelolaan

sumber daya permukaan air lintas kabupaten/kota, pemberian izin

pembangunan jalan bebas hambatan lintas kabupaten/kotu

penyediaan dukungan untuk kerja sama antar kabupaten/kota dalam

pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan;

penyediaan dukungan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan,

perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau sarana pekerjaan

umum lintas kabupatenlkota.

I l.

12.

13.

t4:
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r5. Bidang perhubungan meliputi penetapan alur penyeberangan lintas

kabuatonlkota di wilayah provinsi; penetapan tarif angkutan darat

lintas kabupaten/kota untuk penumpang kelas ekonomi, penetapan

lokasi pemesangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat

pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan propinsi.

Bidang meliputi pengendalian lintas kabupaten/kot4 pengaturan

pengelolaan dalam pemanfaatan sumber daya laut empat mil sampai

dengan dua belas mil; pengaturan tentang pengamanan dan

pelestarian sumber daya air lintas kabupaten/kota, penilaian analisis

mengenai darnpak bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak

negatif pada masyarakat luas yang lokasinya lebih dari satu

kabupaten/kota dan penetapan bakl mutu berdasarkan baku mutu

nasional.

Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik meliputi

penegakan hak asasi manusia, pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban ufiuflr; penyediaan duklngan administrasi kepegawaian

dan karir pegawai, membantu penyelenggaraan pemilihan umum,

penyelenggaraan dan pelatihan penjeqjangan dan teknis fungsional

tertentu yang mencakup wilayah propinsi, penyelesaian perselisihan

antar kabupatenlkota.

Bidang pengembangan otonomi daerah adalah penyelenggaraan

otonomi daerah di wilayah propinsi:

16,

17.

18.



23

19. Bidang perimbangan keuangan meliputi mengatun elokasi

pendapatan asli daerah yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota

tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna

kepentingan kesejahteraan masyarakat di propinsi serta menyediakan

alokasi anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja pegawai

negeri sipil daerah yang diangkat oleh propinsi di luar kebijakan

pemerintah.

20. Bidang hukum dan perundang-undangan adalah penetapan peraturan

daerah untuk mendukung pemerintahan provinsi sebagai daerah

otonom;

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa wewenang propinsi

sebagai daerah otonom juga mengalami perluasan dalam Peraturan pemerintah

Nomor 25 Tahun 1999. Selain itu, daerah propinsi juga berkedudukan sebagai

aparat dekonsentrasi; sehingga kedudukan daerah propinsi lebih strategis:

Padahal keberadaan UUOD secara substantif adalah lebih menguatkan

kedudukan daerah kabupaten/kota dengan memberikan kewenangan yang lebih

besar dibanding daerah propinsi dengan otonomi terbatas. pemerintah propinsi

berwenang yaitu penetapan standar operasional atau kebijakan didaerah terutama

menyangkut operasionalisasi dari berbagai program yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah pusat;

2. Wewenang Daerah Kabupaten/Kota

Adapun wewenang kabupaten/kota sesuai dengan UUOD meliputi:
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r. seruruh kewenangan pemerintahan, serain kewenangan pemerintah

pusat dan propinsi:

z. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oreh daerah

kabupaten/kota; adarah sebelas bidang; yaitu bidang pekerjaan umum,

bidang kesehatan, bidang dan kebudayaan, bidang pertanian, bidang

perhubungan; bidang industri dan perdagangan; bidang penanaman

rnodal, bidang pertanahan, bidang koperasi dan bidang tenaga kerja.

Menindaklanjuti ,,oD dan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun

2008, maka kabupaten/kota daram mengaktuarisasikan kewenangan terutama

kewenangan mengafur khususnya dalam menlusun, menetapkan dan mensahkan

peraturan daerah kewenangannya ada pada daerah. Dengan kata lain, l l (sebelas)

bidang yang menjadi kewenangan wajib daerah kabupatenrkota pengaturan dan

pengelolaannya langsung oleh daerah melalui pembentukan peraturan daerah.

setelah urusan bidang pernerintahan ditekpkan dalam peraturan daeralr, tugas

pemerintah daerah adarah menyampaikan peraturan daerah tersebut kepada

pemerintah selambat-lambatoiya rirna belas hari setelah ditetapkan sesuai uuoD,
Keadaan inilah yang juga menjadi alasan mengapa banyak daerah menetapkan

peraturan daerah yang dianggap bermasarah; terutama yang berkaitan dengan

pendapatan daerah. pora pikir daerah dengan seberas bidang kewenangan wajib
tersebur maka semua yang berhubungan dengan bidang-bidang tersebu! keeuari

yang sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah propinsi adarah

kewenangan daerah kabupaten/kota, Kewenangan dimaksud semuanya dapat

dijadikan dasar bagi pemerintah daerah kabupatenrkota untuk menetapkan



peraturan daerah yang mendukung pendapatan daerah. Lahimya pandangan dari
pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut; merupakan implikasi dari materi

uuoD yang menganut teori residu atau teori sisa khususnya yang berhubungan

dengan kewenangan, Har tersebut tampak pada pasal 7 ayat(r) yakni :

kewenangan daerah mencakup kewenangan daram seluruh bidangpemerintahan, kecuali kewenangan daram bidang politik ruar negeri,per[ahanan keamanan; peradilair, _;;;,;.-';]r" ,irkut, agama dankewenangan bidang lain.

Pasal T tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup

seluruh bidang pemerintahan, unfuk menampakan keruasan wewenang daerah

kabupaten/kota, sesuai prinsip otonomi luas. penggunaan kata kecuali terkandung

maksud untuk menyatakan cecara eksprisit kewenangan-kewenangan yang

menjadi kewenangan pemerintah dan sisanya menjadi kewenangan daerah. pada

akhir kalimat dinyatakan: "serta kewenangan rain,,, dianggap sebagai pasal yang

dipaksakan, dengan maksud pemerintah masih mempunyai dasar kuat untuk tetap

menguasai kewenangan lain di daerah. penegasan tersebut merupakan resistensi

terhadap oionomi ruas sebagaimana dianut pada uuoD. Demikian halnya dengan

Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2007, yangsecara eksplisit menyatakan

kewenangan-kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sebagai

daerah otonom, sehingga sisa (teori residu) kewenangan di r,ar kewenangan

pemerintah dan daerah propinsi adarah kewenangan daerah kabupatenrkota.

Padahal daram ,,oD meletakkan otonomi ruas, nyata dan bertanggung.jawab

pada daerah kabupatenrkota. Inkonsistensi rainnya adarah adanya perruasan

makra pada P'asat 7 ayat (2) dan Pasat g ayat (1) uuoD, pasal tersebut

25
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menyatakan kewenangan pemerintah dan kewenangan daerah propinsi yang

bersifat lintas kabupaten/kotq kewenangan tertentu lainnya serba kewenangan

yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupater/ kota.

Kewenangan pemerintah dan kewenangan daerah provinsi dirinei sedemikian

rupa 25 (dua puluh lirna) bidang kewenangan pemerintah dan 20 bidang

kewenangan daerah propinsi sehingga daerah kabupaten/kota yang seharusnya

memperoleh otonomi luas, sebenarnya menjadi lebih terbatas. Apalagi dengan

adanya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan

Pengakuan Kervenangan Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 130 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dirinci

sebagai berikut:

l, Bidang pertanian; meliputi perenean&&n dan pengendaliaq pengelolaan

sumber daya lahan, pemanfaatan air irigasi, pengembangan sumber daya

manusia dan penyuluhan pertanian;

2. Bidang kelautan meliputi penetapan kebijakan dan perencanaan

pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah

pengelolaan laut daerah, menetapkan tata ruang laut di wilayah laut

daerah sesuai dengan peta potensi laut menetapkan kebijakan

pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut di daerah.

3. Bidang Pertambangan dan energi meliputi pengelolaan air bawah tanah,

inventarisasi energi dan sumber daya mineral, survey dasar geologi,

penanggulangan beneana alam geolog! pengelolaan kawasan tertentu:
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4. Bidang kehutanan dan perkebunan meliputi penyelenggaraan pemberian

izin usaha pemanfaatan kawasan; izin usaha pemanfaatan,iasq izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil

hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi,

Bidang perindustrian dan perdagangan meliputi pen).usunan rencana

pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan; pemhrian izin

usaha industri, tanda daftar industri, penerbitan surat izin usaha

perdagangan; pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha keeil dan

menengah, penyediaan informasi pasar.

6. Bidang perkoperasian meliputi penyusunan rencana operasional program

pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah. penetapan kebijakan

teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan

penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan usaha

keeil/menengah; pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan

usaha kecil/menengah dan mengkoordinasikan program keterpaduan

pemberdayaan koperasi dan usaha keeil menengah,

7. Bidang kepariwisataan meliputi melaksanakan pembinaan dan

pengelolaan kebudayaan daerah; memberikan penghargaan kebudayaan

tingkat kabupaten/kota, melaksanakan pendataan informasi kebudayaan,

melaksanakan kegiatan pembinaan; pengembangan nilai-nirai budaya

termasuk budaya spiritual arfiara lain penelitian, pengkajian, penulisan

dan perluasan informasi, pemberian izin dan pengawasan hotel; restoraq

dan sarana wisata lainnya.

5.
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Bidang ketenagakerjaan meliputi penempatan dan pendayagunaan tenaga

kerj4 pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerj4

pengawasan norrna ketenagakerjaan, pengawasan norrna pelatihan dan

penempatan ke{a, pengawasan jamsostek, pelatihan kerj4 produktifitas

kerja serta pengembangan dan perluasan k..ja pembangunan dan

pemberdayaan kawasan permukiman transmigrasi, penyediaan dan

pelayanan informasi penyebaran penduduk.

Bidang kesehatan meliputi perencanaan pembangunan kesehatan,

pengorganisasian sistem kesehatan kabupaten/kot4 perizinan praktek

tenaga kesehatan, perizinan sarana kesehatan, perizinan distribusi

pelayanan obat skala kabupaten/kota, pendayagunaan tenaga kesehatan,

penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, pengadaan obat pelayanan

kesehatan dasar, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta

pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkup kabupateny' kota.

Dengan we\\'/enang yang dimiliki dari setiap jenjang pemerintahan

tersebut, maka dilaksanakan melalui instrumen peraturan perundang-undangan,

sesuai dengan batas wewenangnya dan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai

penggunaan wewenang itu sendiri. Sebab wewenang sebagai suafu konsep

hukum, dalam pelaksanaannya setidaknya terdiri atas komponen pengaruh, dasar

hukum dan konformitas hukum. Dengan komponen pengaruh, diharapkan

penggunaan wewenang dapat mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen

dasar hukum, mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan wewenang tersebut,

harus seialu ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum

8.

9.
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dimaksudkan adanya standar dari setiap wewenang. Dalanr konteks

kabupaten/kota, wewenang yang dimiliki untuk pelaksanaannya diatur datam

peraturan daerah sebagai dasar hukutll, agar dapat mengatur subyek hukum dalam

batas wewenang yang dimiliki. Dari pengaturan wewenang melalui peraturan

daerah dimaksuci, ntenurut data ciari Departernen Dalam Negeri sejak Tahurr 2000

hingga tahun 2003, terdapat sekitar 1.000 peraturan daerah bermasalah dan tidak

layak untuk diterbitkan oleh pernerintah daerah dengan alasan bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi, tumpang tindih dengan peraturan lain serta

terdapat kerancuan pada beberapa materi. Peraturan daelali yang irennasalah

tersebut meliputi berbagai bidang. sepe(i pajak daerah, restribusi tlaerah rlan

dunia usaha atau izin. Seuretttara itu hasil Komite Pemaritauan Pelaksanaan

otonomi Daerah (KPPOD) Tahun 2003 terhadap 353 peraturan daerah yang

berkaitan dengan pungutan yang ditetapkan sctciah beriakunya W-oD

menyimpulkan bahwa terdapat 27 persen peraturan daerah tidak bermasalah, dan

73 persetr perda bertnasalah. Dettgan kondisi tersebut nraka dapat disimpulkan

bahwa dengan luasnya wewenang daerah kabupaten/kota dalam mengatur dan

mellguflls rutnah tangganya sebagai irnplikasi dari prinsip otolomi luas, nyata

dan bertaggungjawab sebagaimana dianut uuoD. Memberi pengaruh pada

pelaksanaan wewenang daerah itu sendiri, tennasuk penciptaan iklirn yang

mendorong atau tidak mendorong penanaman modal yang kondusif di daerah

sebagai salah satu wewenang daerah kabupateru kota. Namun, dengan

memahami esensi dan tujuan pemberian otonomi luas adalah percepatan dan

peningkatan pelayanan, maka seharusnya dengan otonomi luas tersebut memberi
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pengaruh positif dalarn pencipataan iklinr kondusif bagi penanaman nodal di

daerah. Sebab otonomi daerah pada hakekatnya merupakan suatu keadaan yang

tnemungkinkan daerah dapat rnengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki

secara optirnal dan langsung berhubungan dengan masyarakat daerah. Otonomi

daerah rnerniliki fungsi untuk efisiensi penyelenggaraan adrninistrasi negara-

demokrasi dan penciptaan kese,iahteraan. Otonomi daerah diharapkan akan

trreudorong ketlampuan daerah unluk berkembang sesuai dengan potensi da1

karakteristik ekonomi, geografis dan sosiar budaya, dan peluang tersebut telah

diatur dalarn UUOD Pasal 7 ayat (1)),ang menegaskan :

Keurenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang
pemerinrahan, kecuali ke*cnangan dalam bittang polii.ik luar negeri.
pcrtahanan keamanan, pcradilan, moneter, dan fiskal, ugu*u ir*
kewenangan bidang Iain.

Dari rurnusan tersebut sebenarnva teiah mernberi keluasan ker,r,enaugan kepada

daerah kabupaten/kota untuk mencatur dan mengurus urusan rumah tangganya.

1.2. l\tckanismc Pcrizinan Kcgiatan Usaha di Kabupatcn ltlinahasa
LItara

Dengan diberlakukamr a oionomi daerah maka seluruh aspek yang

berpotensi untuk pendapatan daerah menjadi kewenangan daerah terutama di

bidang perizinan. Untuk nreningkarkan pendapatan asli daerah, niaka unfuk

Kabupaten Minahasa Utara telah diatur masalah peizinan usaha lewat Keputusan

Bupati ivlinahasa Utara No. 66 uhun 200d tanggal 20 Noveiiiber 2006. Dalarn

keputusan tersebut sudah diatur tentang jenis-jenis pelayanan peiainan

khsususnya menyangkut izin usaha perdagangan. Adapun bagan alur prosedur

Perizinan di Kabupaten Minahasa Utara sebagai berikut :
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Pelaku Usaha

t
Penyerahan
lzin Dokumen

t
I

Agenda

Administrasi

t
Proses

Ttd Pejabat

Komputer

Rapat Tim Pengkaii

+

Output:
a. Ditolak
b. Ditunda
c. Diterima

1. Dikembalikan
berkas

2. Diberiwaktu
lengkapi syarat

3. Dihitung biaya-_-+

Dari bagan alir di atas terlihat bahu'a proses Perizinan ciirnulai daiam beberapa

tahapan yaitu proses masuk. hoses masuk ini dimana pengusaha membawa

dokunten-dokutnetr yallg diperlukan untuk izin usaira dan tanda daftar

perusahaan. Tahapan berikut vaitu penelitian berkas terutama menyangkut

kelerlgkapan berkas baik berkas administrasi, sertifikasi dan aspek-aspek laifl

yang terkait. sesudah selesai tahap pemeriksaan administrasi, maka tahapan

selanjutnya yaitu diserahkan kepada tim pengkaji per'zinan usaha perniagaan.

Pekerjaan tim pengkaji yaitu pemeriksaan kelayakan usah4 modal usaha

khususnya ruang lingkup kegiatan usaha perrJagangan. Tim pengkaji akan

mengadakan pemeriksaan lapangan untuk mengkroscek data-data yang termuat di

dalam surat-surat khususnya dokumen-dokumen perusahaan. Ada tiga keputusan

Tim Pengkjkaji/
Pemeriksa

Lapanganaha

I
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dari tinr pengkaji sebagai output yaitu a) diterinr4 b) ditunda dan c) ditolak.

Kalau diterima, maka berkas akan diproses tanjut untuk penetapan dan

pengeluaran izin, Sedanglian kalau ditolak, dikernbalikan kepada tirn ur.rtuk

kelengkapan berkas, kalau memang tidak layak sama sekali berarti izin usaha

tidak akan ciiberikan. Adapun alasan-alasan penolakan yaitu bukan dalam ruang

lingkup kewenangan pemerintah Kabupaten Minahasa utara. Skala usaha

rnelatnpaui standard yang ditetapkan oleh Penrerintah Kabupaten serta aspek-

aspek non teknis yang terkait yang menyebabkan permohonan ditolak. Kalau

perizinan ditunda berarti ada kelengkapan dari syarat-syarat yang belum

terpenuhi terutama persyaratan teknis, administrasi, kelayakan usaha dan

sertifikasi. Dalam menjalankan kegiatannya aspek pelizinan juga didasarkau pada

peraturan-peraturan yang sudah berlaku seperti : l) Undang-undang Nomor 3

Tahurl i9li2 ientang Wajib Daftar Perusahaan (Leml>aran Negara Tahun 1982

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2) undang-Undan_q Nomor

40 Tairun 200i tefiang Perseroatr Terbatas. Dasar peraturan tersebur, rlaka

pemerintah menetapkan Tupoksi (Tugas pokok dan Fungsi) unit pelayanan

Petrzinan terpadu sesuai dengatt penjabaran rugas dan fi:ngsi aspek Perizinan dan

jenis pelayanan yang sudah diatur dan ditetapkan. Dengan dasar aturan tersebu!

nraka diberlakukan sistirn penzinan usaha satu atap di Kabupaten Minahasa

Utara. Implementasi dari sistem perizinan ditetapkan oleh daerah dengan

kewenangatr yang menjadi hak daerah dalarn Undang-Undang Norno r 32 tahun

2004. Sistim Penzinan usaha dinamakan SIUp yang dikenal dengan surat lzin

lisaha Perdagangan. Adapun masa berlaku dari sltrp sebagai berikut :
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(1) SfUP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan wajib

diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir wajib daftar

ulang setiap tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan memenuhi

kewajiban-kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan menuruf

tatacara dan ketentuan yang sudah diatur.

(3) Terhadap perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIUP baru dan menarik

kembali SIUP lama.

Hasii dari perangkat-perangkat lain di bidang Perizinan tennasuk dalarn

izin usaha di Kabupaten Minahasa Utara yaitu penerbitan Tanda Daftar

Perusaitatr (TDP) sebagai keputusan penerintah ciaerah tentang izin berusaha.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah maka seluruh bidang usaha termasuk yang

ada di Kabupaten lvlirtahasa Utara ltarus rnengikuti prosedur tersebut. Bahwa

penyelenggaraan kewenangan di berbagai bidang pemerintahan dalam rangka

desentralisasi erat kaitannya dengan upaya kearair kemandirian daerair otonom,

daerah dituntut untuk melakukan upaya menggali berbagai sumber-sumber

pendapatan yang potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;

penyelenggaraan bidang perdagangan rnemberi ruang kepada daerah untuk

mengelolah, termasuk pengaturan/ pembinaan perusahaan berupa tanda daftar

perusahaan yang dapat menjadi objek dalam upaya peningkatan pendapatan asli
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daerah. Dalarn praktek masih terdapat kendala dalam pros€s pengurusan

Perizinan di Kabupaten Minahasa Utara yaitu tidak diaturnya batasan waktu

lanranya pengurusan Perizinan. Aspek yang lain masalah kewenangan.

Kadangkala suatu usaha dalam skala besar disamping harus mengurus

persetujuan Bupati, tetapi karena skala perusahaan tersebut besar, maka harus

juga disertai dengan Perizinan Gubernur. Pengurusan proses Perizinan akan

memakan waktu yang cukup panjang.6 Secara rinci proses Perizinan sering kali

mengalami kendala dalam beberapa hal

l. Proses Pengurusan persefujuan Gubernur.

Posisi Gubemur disini sangat kuat dalam realisasi pelaksanaan

penanaman modal, baik PMA maupun PMDN termasuk franchise. Kekuatan

posisi Gubernur ini karena dia menerirna pelimpahan w.ewenang dari ptrsat baik

dari Menteri Luar Negeri maupun Menteri Investasi/I(epala BKpM, begitu juga

dia ttreuiberikatr wewenang kepada Kepala BKPMD unfuk mengeluarkut iz,lit

pelaksanaan investasi.

2. Proses Perizinan Bupati dan Walikota.

Untuk realisasi investasi di daerah Kabupater/ Kota maka peranan Bupati

dan Walikota sangat penting sekali, peranan itu diwujudkan lewat Sekretaris

Daerah Kabupaten/ Kota. Izin lokasi ini berwujud Site Plan dalam mengizinkan

lokasi atau tempat di wilayahnya dilaksanakan proyek atau kegiatan investasi.

"Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota atas nama BupatT Walikota Kepala

t 
Vilma J. Anthonie, 2010, Analisis Yuridis Tentang Perizinan di Bidang Usaha dan

Pengaturan Tentang Tanda Daftar Pei'usahaan di Kabupaten Minahasa Utara, Tesis, Departemen
Peadidikan N.asional universitas sam RatulanBi Manado, prog,ram pascasariana.
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Adapun perangkat-perangkat hukum di bidang pengaturan investasi baik

diperaturan tingkat pusat dan daerah memang sudah jelas ada dan sudah berlaku

terus-rnenerus. Peraturan-peraturan teknis seperti Keppres, Kepmen dan

Peraturan Pemerintah bahkan Peraturan Daerah. Dalam praktek proses perizinan

belum berlangsung sistem desentralisasi karena yang menjadi pedornal yaifu

aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/

kota. Era otonomi daerah menambah pemrasalahan baru dimana kabupaten/ kota

mempunyai wewenang realisasi investasi. Keadaan ini berbenturan dengan

aturan-aturan hukum investasi yang ada. Sejak diberlakukan Updang-U1da1g No.

32 tahun 2004 tentang kewenangan daerah yang mutlak tlalam sektor investasi

membuat satu problernatika yuridis karena pemerintah tidak mengadakan

pembaharuan disektor aturan investasi. Analisis tentang prosedur dan tata cara

Perizinarl di bidang peranalllall modal di atas diternukan berbagai inrlikator yang

menjadi kelemahan di dalam prosedur Perizinan. Adapun indikator-indikator

yang rnenjadi titik lernah dari prosedur penzinan investasi 1,aitu :

l. Prosedur Terlalu panjang Dararn Realisasi Investasi Franchise

2. fuialisis luridis rnenunjukkan dari Keppres di atas terlihat prosedur

merealisasikan investasi terlalu panjang.

Dalarn ketentuan tersebut investor asing harus melalui beberapa tahapan yaitu

Menteri Luar Negeri, Ketua BKPM, Gubernur, Bupati/walikota, Kepala Dinas

Pertanahan atau lainnya, barulah terealisasi pelaksanaan investasi. peraturan-

peraturan dibidang investasi harus memberikan kepastian kepada investor baik

<iari segi waktu dan lamanya prosedur serta besarny a biaya yang harus
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dikeluarkan sarnpai terealisasinya kegiatan investasi. Pada kenyataannya

peraturan-peraturan yang ada cenderung dibuat untuk memproteksi hal-hal yang

bersifat asing atau membahayakan negara. Pada prinsipnya investor bukan teroris

atau sindikat obat bius atau agen asing yang harus dijaga ketat dengan berbagai

persyaratan yang super ketat.

5. Tumpang Tindih Kewenangan an[ara Pemprop dan Pemkot/ Pemkab.

Aspek yang kedua yaitu masalah tumpang tindih kewenangan dan

overlapping dalam realisasi investasi. Dalam pengurusan izin banyak pihak yang

terkait dan berkepentingan baik dari tingkat pusat, tingkat propinsi rnaupun

kabupaten/ kota. Tumpang tindih di bidang kewenangan inilah yang harus segera

disinkronkau dalam rangka peuyederhanaan prosedur Perizinan dan realisasi

investasi. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana) ada satu asas

yang penting yaitu pengadiian yang cepat cian biaya ringan (tiU No. 5 Tahun

1981). Asas hukum inilah yang cocok diterapkan dalam setiap peraturan yang

berkaitan deugau reaiisasi Perizinan di seklor investasi. Turnpang' tindih

kewenangan antara Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Gubernur inilah

yang menjadi dilernatik dan inciikasi yang rnenunjukkan belurn berfungsinya

simplikasi hukum dalam Perizinan. Padahal kita sudah mempunyai lembaga yang

khusus yaitu BKPN4 yang kernudian di perbaharui dengan BpM-pBUMN yang

dalam tugasnya yaitu menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal,

mengkoordinasikan kegiatan penaflalnan modal, dan pelaksanaan kerjasama

internasional di bidang penanaman modal. Tumpang tindih dalam kewenangan

inilah yang menjadi halyang krusial dari pada panjangnya birokrasi dan realisasi
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investasi. Ketidakpastian dikarenakan nrasalah tumpang tindih inilah yang

menyebabkan para investor tertunda niatnya untuk melaksanakan investasi

Khususnya di Kabupaten Minahasa Utara har itu juga berlaku sama. Di era

reformasi masalah kewenangan semakin krusial aparagi dengan tampilnya DpR

yang menganggap lebih berw'enang daripada eksekutif dan harus mengalrbil

bagian dalam policy dan kebijaksanaan eksekutif termasuk di sektor investasi.

Ketidakpastian hukum i,ilah yang harus segem dia.tisipasi agar supaya

terwujudnya bukan pelayanan satu atap saja tetapi satu kewenangan one authority

di sektor investasi agar supaya memberikan jaminan guarantee dan rasa arnan

(secure) pada invcstor. Parla kenyataannya kewenangan daerah ini belum diikuti

dengan kelonggaran-kelonggaran di bidang perizinan terutalna bagi lernbaga_

lembaga kursus ketrampilan daram mengembangkan potensi. padahar pada

prinsipnya ototrorni daeralt tnembuka peluang bagi otonomi rakyat dal pergusaha

kecil karena pada prinsipnya dalam kepustakaan Beland4 otonomi berarti

petneritrtalran sendiri (zelfregeringt Selain itu, dari sisi lain otonomi juga

diartikan sebagai membuat undang-undang sendiri (zelfu,etgeving), meraksanakan

sendiri (zelfuinoering), rnengadili sendiri (zelfrechtpraak) datmenindaki sendiri

Qelfpolitie). Dengan demikian, otonomi dapat diartikan dengan adanya

kebebasan dan kemandirian untuk memelihara dan rnemajukan kepentingan

khusus daerah dengan wewenang sendiri, menetapkan peraturan sendiri dan

pernerintahan daerah sendiri serta mengembangkan berbagai potensi masyarakat.

Istilah Otonomi dalam dua perspeklif.
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l. otononri nraterial atau pengertian rumah tangga material yaitu antara

pemerintah dan pemerintah daerah terdapat pembagian tugas

(rvewenang dan tanggungjawab) yang diperinci secara tegas dalanr

undang-undang. Selain itu, dikenal adanya sistem otonomi formal

yaitu tidak ada perincian tegas pembagian wewenang antara

pemerintah dengan pemerintah daerah. Sistem ekonomi riil adalah

penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerali

yang didasarkan pada faktor-faktor kemampuan yang nyata atau riil

yang ada di daerah.

2. otonomi luas yaitu tugas dan wewenang diberikan secara luas ilari

perrelintah kepada pemerintah daerah, kecuaii urusan teftentu yang

menjadi wewenang pemerintah. Dengan demikian adanya pembagian

dan atau penyerahan wewenang kepada pemerintair daerair, maka

pemerintah daerah memiliki wewenang pemerintahan untuk diatur dan

dikelola sendiri secara bebas dan rnandiri, sesuai perafuran perundang-

undangan yang berlaku, sesuai dengan potensi berdasarkan aspirasi

masyarakat daerah.



BAB VI. KESINIPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pengaturan Tentang Perizinan Usaha dan Bidang-Bidang perizinan

tertuang di dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan seperti

lru otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 yang dikorelasikan dengan

Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom dalam hal

ini ciitegaskan bahwa lembaga pemerintahan baik yang berada di pusat

maupun daerah pada dasamya menriliki wewenang masing-masing.

weu'enang pemerintah pusai merrcakup weivenang dalam bidang politik

Iuar negeri, pertanahan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan

agama. Pernerintah pusai meiniliki puia kewenangan di bidang kebijakan

tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional

sccara rilakro, pcrilnbangan kcuangari, sistcnr adnrinistrasi ncgara dan

lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber

daya nianusia, pcndayagurrairn sunrbcr daya alanr scfta tcknologi tirrggi

yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Sedangkan

wcwcnang pcnrcrintali dacrah adalah dibidang pcrizinan yang mcliputi :

bidang pertaniaq bidang kelautan, bidang pertambangan dan energi,

bidang kehutanan dan perkebunan, bidang per.koperasian bidang

penanaman modal, bidang kepariwisataan, bidang ketenagakerajan,

bidang kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang sosial,
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bidang penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pemukinran, bidang

pekerjaan umum, serta bidang perhubungan.

5.L.2. Mekanisure Perizinan Kegiatan Usaha di Kabupaten Nlinahasa lJtara

telah diatur sedemikian rupa sehingga roda berbagai kegiatan usaha akan

turut membantu pada kegiatan investasi yang akhirnya berdampak pada

kesejahteraan masyarakat. Adapun mekanisme perizinan kegiatan usaha

telah diputuskan melalui Keputusan Bupati Nlinahasa Utara No. 66 tahun

2006 tanggal 20 November 2006. Dalam keputusan tersebut sutlah diatur

tentang jenis-jenis pelayanan perizinan khususnya menyangliut izin usal-ra

perdagangan. Kenyataan praktis yang tidak dapat dihindarkan yakni

adanya tumpang tindih kewenangan pemberian uin usaha antara

pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa

Utara.

5.2. Saran

5.2.1. Diperlukan lembaga yang rnengawasi pernbagian keuenangan

sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan daerah

provinsi maupull peraturatt daerah kabupaten khususnya dalarn bidang

pemberian izin kegiatan usaha antara pemerintah pusa! pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten.

5.2.2. Diperlukan kesadaran dan dukungan masyarakat pelaku usaha dan

pernerintah mendukung peraturan tentang mekanisme pemberian izin

kegiatan usaha di Kabupaten Minahasa utara demi terciptanya

ketenangan dalam membangun investasi.
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